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ABSTRAK 

ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG 

DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN 

YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771K/Pdt.Sus/2010 

MAHKAMAH AGUNG) 

MUHAMMAD VERRY CHANDRA 

 

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa 

berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. 

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari interaksi antar sesama, 

dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling terpenuhi terkait 

dengan adanya interaksi dapat menimbulkan permasalahan dalam 

masyarakat itu sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal 

ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting sehubungan dengan 

hal tersebut penulis  tertarik untuk melakukan penelitian mengambil judul 

“ANALISIS PENERAPAN HUKUM PERMOHONAN KASASI 

(YANG DITOLAK) DALAM PERKARA KEPAILITAN (SUATU 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 

771K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG)”. Tujuan dari penulisan ini 

untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam 

skripsi ini yaitu bagaimanakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah 

Agung dalam menolak permohonan kasasi dalam perkara kepailitan dan 

akibat hukum ditolaknya kasasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh simpulan bahwa pertimbangan hukum hakim mahkamah agung 

dalam menolak permohonan kasasi tidak tepat karena debitur tidak lalai 

memenuhi isi perjanjian sebagaiamana termaktub dalam Pasal 70 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akibat hukum ditolaknya  kasasi  

tersebut  PT.  Interkon  Kebon  Jeruk  pailit  dan  seluruh harta kekayaan 

PT. Interkon Kebon Jeruk diserahkan kepada kurator sebagaimana 

termaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 

2004 dibawah pengawasan hakim pengawas. 

Kata Kunci: Kasasi, Kepailitan, Pengadilan Niaga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      “Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa  

berkembang secara  dinamik  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  

Kehidupan  manusia tidak pernah terlepas dari interaksi antar sesama, 

dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling terpenuhi.  Terkait  

dengan adanya interaksi dapat menimbulkan permasalahan dalam 

masyarakat itu sendiri,  untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam 

hal ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Terciptanya 

tatanan kehidupan masyarakat yang rapi dan aman tentunya tidak 

terlepas dari kerja sama yang baik antara para penegak hukum dan 

masyarakat yaitu dengan cara mentaati suatu kaidah peraturan hukum 

yang sudah ada dan tidak melanggarnya. Hukum bukanlah semata-

mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui 

saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati."1 

Aturan hukum menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yakni 

hukum materil dan hukum formil. Aturan hukum materil adalah aturan-aturan 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban 

atau mengatur hubungan hukum atau orang-orang, sedangkan aturan hukum 

formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang 

ada atau melindungi hak perorangan. 

“Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur 

bagaimanakah caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil 

dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan 

peraturan hukum yang menentukan bagaimanakah caranya menjamin 

pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkritnya   bahwa   hukum   

acara   perdata   mengatur   tentang bagaimana caranya mengajukan 

tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada 

putusannya. Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan  

memperoleh  perlindungan  hak  yang  diberikan  oleh  pengadilan 

                                                           
1Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ketujuh, 

Liberty Yogyakarta, hlm.1. 
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untuk mencegah eigenrichting (main hakim sendiri). Tindakan 

menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak 

menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang,  tanpa  

persetujuan  dari  pihak  lain yang berkepentingan, sehingga akan 

menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi sendiri ini tidak 

dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau 

melaksanakan hak kita.”2 

"Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau 

kekhilafan bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu 

demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu 

dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan 

yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki, setiap putusan hakim pada 

umumnya tersedia upaya hukum yaitu upaya atau alat untuk mencegah 

atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.”3 

“Upaya hukum dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang 

merasa putusan Pengadilan kurang sesuai dengan yang diharapkan 

sehingga menurut tujuan dari upaya hukum yaitu untuk memohon 

membatalkan putusan Pengadilan di tingkat yang lebih rendah kepada 

Pengadilan yang lebih tinggi.”4 

Hukum acara perdata mengenal adanya upaya hukum yang diberikan 

oleh undang-undang kepada subyek hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 

132 HIR (Herzein Indonesis Reglement) yang menyebutkan : 

“Jika dianggap perlu oleh ketua, yaitu supaya jalannya perkara 

baik dan teratur, maka pada waktu memeriksa perkara, ia berhak 

untuk memberikan nasihat kepada kedua belah pihak dan untuk 

menunjukkan upaya hukum dan keterangan kepada mereka yang boleh 

dipergunakan” 

Upaya hukum dalam acara perdata pada umumnya terdapat upaya 

hukum biasa berupa perlawanan, banding, kasasi dan  upaya hukum luar biasa 

berupa gugatan perlawanan (derden verzet) dan peninjauan kembali. Perkara 

perdata niaga maupun HKI (Hak Kekayaan Intelektual) tidak dikenal upaya 

                                                           
2 Ibid., hlm. 2. 

3 Ibid., hlm. 232. 

4 Darwan Prinst, 2002, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan 

Ketiga Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 214. 
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hukum banding hal ini termaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun2004, sehingga dalam perkara 

niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum biasa berupa kasasi, serta upaya 

hukum luar biasa yang dapat berupa peninjauan kembali sedangkan upaya 

gugatan perlawanan atau verzet hanya dikenal dalam bentuk yang lain. 

Kasasi diharapkan dapat menjadi jawaban yang memuaskan para 

pihak, karena kasasi terbatas pada pemeriksaan terhadap penerapan hukum 

dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu kejadian, sehingga dapat 

dilihat apakah dalam putusan sebelumnya telah melanggar hukum atau tidak 

dengan harapan dapat memberikan putusan yang memenuhi unsur kepastian 

hukum, keadilan dan kemanfaatan. Adapun apabila suatu pengadilan negeri  

menurut Mahkamah Agung salah menerapkan suatu hukum atau peraturan 

perundang-undangan maka putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi 

tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis 

berkeinginan mengadakan penelitian lebih mendalam lagi hasilnya di 

tuangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “ANALISIS PENERAPAN 

HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG DITOLAK) DALAM 

PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PUTUSAN NOMOR 771 K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH AGUNG)”. 
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B. Permasalahan 

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap permohonan kasasi  perkara 

kepailitan (yang ditolak) dalam perkara  Nomor771K/Pdt.Sus/2010 

Mahkamah Agung? 

2. Bagaimanakah akibat hukum dari permohonan kasasi perkara 

kepailitan (yang ditolak) terhadap debitur dalam perkara Nomor  

771K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

1. Ruang Lingkup 

Penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap 

penerapan hukum permohonan kasasi (yang ditolak) dalam perkara 

kepailitan tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain 

yang ada berkaitan. 

2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui   penerapan   hukum   Mahkamah   Agung   dalam   

menolak permohonan kasasi dalam perkara Nomor 771 

K/Pdt.Sus/2010 dalam perkara perdata khusus kepailitan. 

2. Untuk Mengetahui akibat hukum penolakan permohonan  kasasi 

pada putusan Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 dalam perkara perdata 

khusus kepailitan. 
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D. Kerangka Konseptual 

Secara garis besar definisi konsep adalah suatu hal umum yang 

menjelaskan atau menyusun suatu peristiwa, obyek, situasi, ide, atau akal 

pikiran dengan tujuan untuk memudahkan komunikasi antar manusia dan 

memungkinkan manusia untuk berpikir lebih baik. Konsep adalah abstrak, 

entitas, kejadian atau hubungan. 

a. Kepailitan 

Menurut Sovia Hasanah; “kepailitan adalah sita umum atas semua 

kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan 

oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang ini.”5 

b. Kasasi 

Menurut Tritaamidjaja; “kasasi adalah suatu jalan hukum yang 

gunanya untuk melawan keputusan yang dijatuhkan dalam tingkat 

tertinggi yaitu keputusan yang tidak dapat dilawan ataupun tidak dapat 

dimohon bandingan, baik karena kedua jalan hukum yang tidak 

diperbolehkan oleh undang-undang maupun didasarkan karena telah 

dipergunakan.”6  

c. Kreditur  

Menyatakan; di dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 2 undang-

undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban 

                                                           
5 m.hukumonline.com, Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi, diakses pada tanggal 15 

November 2019. Pukul 16.00 WIB 

 
6 https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-kasasi-fungsi-alasan-

kasasi.html, diakses pada tanggal 18 November 2019. Pukul 16.00 WIB 
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membayar utang. “Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena 

perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”   

d. Debitur 

Selanjutnya pasal 1 ayat 3 undang-undang nomor 37 tahun 2004 

tentang kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang. 

Menyatakan; “debitur adalah orang yang mempunyai utang karena 

perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka 

pengadilan.   

e. Debitur Pailit  

Debitur Pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan 

putusan Pengadilan. 

Adapun untuk mendukung sebagai kejelasan kerangka konseptual ini 

dapat dilihat skema/bagan sebagai berikut : 

SKEMA (BAGAN)                    DAPAT DI DILIHAT DIHALAMAN 7  
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SKEMA ATAU BAGAN PASAL 11, 12, 13 Undang-undang Kepailitan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Penerapan Hukum Permohonan Kasasi 

(yang ditolak) dalam Perkara Kepailitan (Suatu 

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 771 

K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah Agung). 

Hukum 

Kepailitan  Putusan Nomor 771 

K/Pdt.Sus/2010 

Mahkamah Agung) 

 
Pasal 11, 12, 13 

Undang-Undang 

Kepailitan 
Untuk mengetahui 

penerapan hukum hakim 

Mahkamah Agung terhadap 

permohonan kasasi perkara 

kepailitan (yang ditolak) 

dalam perkara nomor 771 

K/Pdt.Sus/2010 Mahkamah 

Agung dan Akibat hukum 

dari permohonan kasasi 

perkara kepailitan  (yang 

ditolak) dalam perkara 

nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 

Mahkamah Agung . 

Diharapkan dari 

penelitian ini  

terutama dititik 

beratkan pada 

penelusuran terhadap 

penerapan hukum 

permohonan kasasi 

(yang ditolak) dalam 

perkara kepailitan 

tanpa menutup 

kemungkinan 

menyinggung pula 

hal-hal lain yang ada 

berkaitan . 

sistem   tersebut   

Mahkamah   

Agung   sebagai   

Badan   Peradilan 

Tertinggi bertugas 

membina 

keseragaman 

penerapan hukum 

di Indonesia dan 

menjaga agar 

hukum dan 

undang-undang 

diterapkan secara 

tepat dan adil. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam hal ini terdapat dua jenis penelitian yaitu Penelitian 

kepustakaan (Library Research) seperti penelitian dari buku-buku, 

peraturan perundang-undangan, jurnal, majalah, sejarah dan lain-lain, dan 

berikutnya adalah penelitian lapangan (Field Research) seperti 

pengamatan langsung baik sebagai partisipan ataupun non partisipan, 

wawancara, dan lain-lain.  

Dalam konteks penulisan skripsi ini digunakan “penelitian hukum 

normatif yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan 

perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat 

berupa pendapat para sarjana.”7   

2. Tipe Penelitian 

“Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan 

untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap dalam keadaan tertentu 

dan pada saat tertentu, atau mengenal gejala yuridis yang ada.”.8 Dalam 

penelitian ini akan dilakukan deskripsi mengenai topik permasalahan 

yang konteksnya dengan judul skripsi yaitu ANALISIS PENERAPAN 

HUKUM PERMOHONAN KASASI (YANG DITOLAK) DALAM 

PERKARA KEPAILITAN (SUATU TINJAUAN YURIDIS 

                                                           
7 https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/ diakses pada tanggal 

18 November 2019. Pukul 16.00 WIB 

 
8 Amiruddin, 2006,  Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grapindo 

Persada, hlm. 30. 

https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/
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TERHADAP PUTUSAN NOMOR 771 K/Pdt.Sus/2010 MAHKAMAH 

AGUNG). 

3. Sumber Data 

 Sumber data ini berasal dari data kepustakaan. Sedangkan data 

yang digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil 

penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni 

melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan 

mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-

pandangan, doktrin dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan pokok 

penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari 

bahan hukum antara lain : 

a. Bahan hukum primer, yaitu HIR (Het Herzine Indonesich Reglement), 

KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Putusan 

Mahkamah Agung Nomor 771/Pdt.Sus/2010, Peraturan perundang-

undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.  

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu  bahan-bahan  yang  erat  hubungannya 

dengan bahan hukum primer dan dapat yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan 

memahami bahan  hukum   primer   berupa   literatur   atau   pustaka   

yang   berkaitan   dengan permasalahan yang diteliti. 
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c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang 

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), 

ensiklopedia. 

4. Pengolahan Data 

Pengolahan data, dilakukan dengan cara menyusun, merapikan, 

memberi penomoran, meng-coding (memberi kode-kode) sehingga data 

siap untuk dianalisis. 

5. Analisis Data 

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal 

ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai 

validitas dan reliabilitas yang tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian 

untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis data, 

kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya data yang terkumpul 

tersebut lebih dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dalam arti 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan 

interpretasi data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan 

lengkap. 
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F. Sistematika Penulisan 

Rencana penulis skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 

(empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup 

dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Yang berisikan paparan tentang penerapan hukum permohonan 

kasasi (yang ditolak) dalam perkara kepailitan. 

BAB III Pembahasan 

Yang berisikan tentang bagaimana analisis penerapan hukum 

permohonan kasasi (yang ditolak) dalam perkara kepailitan (suatu 

tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 771k/Pdt.Sus/2010 

mahkamah agung). 

BAB IV Penutup 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran yang baik dan 

benar. 
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